
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Pengertian Pertimbangan Hukum 

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan 

baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Dalam prakteknya aspek 

pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada 

pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana 

apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan yuridis oleh 

hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang 

timbul. 3 

 

Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni: 

a. Pertimbangan Yuridis 

1) Surat Dakwaan 

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan 

sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaanterdakwa di pengadilan 

berpatokan pada surat dakwaan.Surat dakwaan adalah surat yang berisi 

dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada 

hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut 

umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil 
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penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke 

sidang pengadilan. 

2) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan 

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal 

yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata 

mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-

undang jelaskan tekait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga 

mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, 

yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara 

limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan 

sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan suatu perbutan yang melanggar ketentuan pidana. 

3)  Tuntutan 

Tuntutan atau Requisitoir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan 

disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana 

dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada  182 ayat (1) 

KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir diajukan setelah 

pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. 

4)  Nota Pembelaan (Pledoi) 

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa 

baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan 

disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.Penyampaiaan nota 

pembelaan merupakan salah satu rangkaiaan dari proses pemeriksaan di 

Pengadilan, yang pada pokoknyasesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b 



 

 

KUHAPpembelaan merupakanjawaban terdakwa/penasehat hukum atas 

tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.  

 

b. Pertimbangan Non-Yuridis 

 

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari 

pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni: 

a) keterangan saksi 

b)  keterangan terdakwa 

c) barang bukti 

d) hal yang memberatkan dan meringankan 

 

Selain itu dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan 

seadil- adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van 

Apeldoorn, hakim itu haruslah:4 

1.  Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat.  

2.  Menambah Undang-Undang apabila perlu. 

 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 

                                                 

4  E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. 

Jakarta. 2013, hlm. 204. 



 

 

 

2.2. Pengertian Penganiayaan  

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau 

menindas orang lain.5”. Sedangkan menurut Adami Chazawi,6 Penganiayaan 

diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 

rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain”. 

 

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab XX Buku ke-II 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam bentuknya yang pokok diatur 

dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana dan rumusannya berbunyi sebagai berikut: 

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan 

delapan bulan atau dengan pidana dendasetinggi-tingginya tiga rupiah 

(sekarang empat ribu lima ratus rupiah). 

2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang 

bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah 

dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 

5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. 

 

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas itu, orang 

dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan 

tanpa  menyebutkan  unsur-unsurnya  dari  tindak pidana penganiayaan itu sendiri,  

                                                 

5W.J.S. Poerdaminto,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,   Balai  Pustaka,  Jakarta, 2016, hlm.48.   
6Adami Chazawi.  Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan Nyawa. Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hlm.10.  



 

 

kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) 

itu adalah sama dengan penganiayaan. 

 

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka 

pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah 

melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus 

mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk: 

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain 

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau 

3. Merugikan kesehatan orang lain. 

 

Dengan kata lain menurut Lamintang dan Theo Lamintang,7 “Orang itu harus 

mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit 

pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun 

untuk merugikan kesehatan orang lain”. 

   

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat 

dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yakni: 

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). 

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) 

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) 

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) 

                                                 

7Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan.Sinar    

  Grafika. Jakarta. 2010 hlm. 131-132. 



 

 

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitastertentu 

yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah 

semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang 

membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan 

manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka 

pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi: 

1.  Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama 

sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;  

2.  Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 

pencarian;  

3.  Kehilangan salah satu panca indra;  

4.  Mendapat cacat berat;  

5.  Menderita sakit lumpuh;  

6.  Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;  

7.  Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.  

 

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi 

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di 

sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. 

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. 

Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada 



 

 

sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit 

atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, 

dan sebagainya. 

 

2.3. Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, 

atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar 

pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.8 Sedangkan 

pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaarddheid yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud 

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.9  

 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah 

melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan 

memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang 

(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari 

                                                 

8 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali  Pers, Jakarta, 

2015, hlm.16. 
9 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 222 



 

 

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu 

bertangggung jawab yang dapat di pidana. 10 

 

Kitab Hukum Undang-undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai 

system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP 

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun 

sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak 

dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih 

lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan 

doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam 

KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-

unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh 

pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan 

tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai 

unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan,11 

artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan 

hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu 

sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu 

bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:12  

a.  Keadaan jiwanya:  

                                                 

10Ibid, hlm. 339. 
11Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,  

hlm-52. 
12E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 

III, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249. 



 

 

1)  Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);  

2)  Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), 

dan;  

3)  Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh  bawah sadar atau reflexe bewenging, melindur atau slaapwandel,  

menganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.  Dengan 

perkataan lain di dalam keadaan sadar. 

b.  Kemampuan jiwanya:  

1)  Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;  

2)  Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan  

3)  Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  

 

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” 

(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” 

(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi 

digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens untuk 

terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan 

dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

“toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang 

terjadi atau tidak. 

 

Sedangkan macam-macam pertanggungjawaban, adalah sebagai berikut:  

a.  Tanggung jawab individu.  



 

 

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. 

Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, 

istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya 

“mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu 

mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai 

martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. 

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut 

dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah 

tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi 

tanggungjawab itu sendiri.  

b.  Tanggung jawab dan kebebasan.  

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat 

bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan 

perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa 

tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.  

c.  Tanggung jawab sosial.  

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah 

ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara 

umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab 

sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus 

menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.  



 

 

d.  Tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap manusia mempunyai 

kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk 

bertanggungjawab terhadap orang lain.13 

 

2.4. Teori Sebab-sebab Kejahatan  

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang 

memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara 

yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang 

dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu 

tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

 

Kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat 

akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang 

kelakuan, tabiat, perbuatan).14 Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan 

yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan 

nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada 

beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah 

laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam 

hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau 

perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. 

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:  

                                                 

13 Widiyono, Wewenang dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 27. 
14Suharso  dan  Ana  Retnoningsih,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia” CV.  Widya  Karya, 

Semarang, 2011, hlm. 196. 



 

 

1.  Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah 

merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat 

yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah 

merosot kesusilaannya sejak kecil.  

2.  Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa 

angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat 

semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, 

kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.  

3.  Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari 

golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun 

ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada 

kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena 

maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks 

bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki.  

4.  Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih 

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling 

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak 

kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda. 

5.  Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang 

kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya 

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan 

kejahatan.15 

                                                 

15Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 98-101. 



 

 

Sedangkan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan antara lain sebagai berikut:  

1. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal)  

Menurut Cesare Lambroso16 (Yesmil Anwar dan Adang) kejahatan yaitu 

perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law). Kejahatan juga 

merupakan penjahat mewakili suatu tipe keanaehan/keganjilan fisik, yang 

berbeda dengan non kriminal. Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili 

suatu bentuk kemerosotan yang tertermanifestasi dalam karakter fisik yang 

merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.  

 

Teori Lambroso tentang born criminal (penjahat yang dilakhirkan) menyatakan 

bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, 

lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan 

dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.  

Menurut Ferri17 bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-

pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta 

temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-

variabel psikologis). Dia juga mengklasfikasikan lima kelompok penjahat:  

a) the born criminal dan instinctive criminals;  

b) the insane criminals (diintifikasi sebagai sakit mental);  

c) the passion criminals (melakukan kejahatan sebgai akibat problem mental 

atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);  

d) the occasional criminals ( merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga 

dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal);  

                                                 

16Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 82, 83, 86 

dan 88. 
17Ibid, hlm 40. 



 

 

e) the habitual criminals (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial). 

2.  Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor Psikologis dan 

Psikiatris (psikologi kriminal)  

Adapun sebab kejahatan dari faktor psikologi menurut Susanto18 yaitu adanya 

cacat mental yang dimiliki yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia 

kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat 

kedewasaan. Masalah cacat mental ini telah dibuktikan pada perbuatan 

kenakalan remaja yang menyatakan bahwa 8% menderita cacat mental. 

Menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow (Topo Santoso dan Eva 

Achjani Zulfa)19, bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik Internal. Tetapi 

para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang 

membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan, para penjahat 

adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka 

tidak bertanggung jawab atas tindakan yang meraka ambil, dan mempunyai 

harga diri yang sangat melambung. 

3.  Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor sosiologis  

Teori-teori sosiologi tentang sebab kejahatan dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kategori yaitu strain, cultur deviance (penyimpangan budaya) dan social 

control (kontrol sosial). Teori-teori strain dan penyimpangan budaya 

memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang 

menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal, keduanya berasumsi bahwa 

kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal 

                                                 

18Susanto. Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hlm 64. 
19Topo Santoso  dan  Eva  Achjani Zulfa,  Kriminologi,  PT. Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 

2012 hlm 49-50. 



 

 

sifat hubungan tersebut. Teori strain, ini beranggapan bahwa seluruh anggota 

masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dan teori 

penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari dari kelas bawah 

memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai 

dari kelas menengah. Sedangkan teori kontrol sosial yaitu yang berasumsi 

bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia 

dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga 

membuat aturan-aturannya efektif. 

 

Menurut Durkheim20 (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya 

patokan-patokan dan nilai-nilai). Menurutnya bahwa jika sebuah masyarakat 

sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka 

maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-

norma umum (a common set of rules) akan merosot. Kelompok-kelompok 

menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, 

tindakan-tindakan dan harapanharapan orang disatu sector mungkin bertentangan 

dengan tindakan dan harapan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20Ibid, hlm 99.  


